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PEMKAB LANGKAT UBAH BUMD MENJADI PERSERODA 

 

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Langkat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan 

Pj Bupati berupaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah 

satu langkah strategisnya adalah mengubah bentukkomisa hukum Perusahaan Daerah PT 

Langkat Setia Negeri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Hal ini resmi 

disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang digelar di Gedung 

DPRD Langkat, Jumat. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Langkat, 

Sribana Perangin-angin didampingi para wakil ketua DPRD, diantaranya Acai Ismail, 

Antoni Ginting dan Romelta Ginting. Dalam rapat, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda 

yang diwakili Pimanta Ginting memaparkan laporan terkait perubahan bentuk badan 

hukum PT Langkat Setia Negeri menjadi Perseroda.  

Selanjutnya, pendapat akhir dari delapan fraksi DPRD, yaitu Fraksi BPI, NasDem, 

Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, KPK, dan PDIP, turut disampaikan sebagai bagian 

dari proses legislasi. Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin dikesempatan itu 

mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyusun 

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah yang telah disahkan.  

"Kami berharap produk hukum ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi 

masyarakat," ucapnya. Pj Bupati Langkat melalui Sekda Amril menyampaikan apresiasi 

kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan serta kerja sama yang baik.  
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"Pembahasan Ranperda ini telah berlangsung dalam waktu singkat dan lancar. 

Dengan disetujuinya Ranperda ini, selanjutnya kami akan menyampaikan dokumen 

tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan nomor register," ujarnya. 

Transformasi PT Langkat Setia Negeri menjadi Perseroda dinilai memiliki urgensi 

strategis. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam dan 

pembangunan daerah secara profesional serta berkelanjutan.  

"Kami menekankan kepada Kepala Perangkat Daerah (KPD) terkait untuk segera 

mempersiapkan dan menyusun Ranperda penyertaan modal bagi Perseroda ini.  Langkah 

ini bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai strategi mengoptimalkan 

peran Perseroda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sekda. Pemerintah 

Kabupaten Langkat juga mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD, media, dan organisasi 

masyarakat, untuk aktif menyosialisasikan dan mempublikasikan peraturan daerah ini 

kepada masyarakat.  "Kerja sama semua pihak sangat penting agar kebijakan ini dapat 

diterapkan secara maksimal demi kemajuan daerah," tutupnya.  

Dengan transformasi ini, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap Perseroda 

Langkat Setia Negeri dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah 

serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/604342/pemkab-langkat-ubah-bumd-menjadi-

perseroda, 14 Desember 2024 

2. https://sumutsatu.id/news/pemkab-langkat-ubah-bumd-menjadi-perseroda,14 

Desember 2024 

 

Catatan Berita: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan 

Daerah.  

Pasal 1  

Angka 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

Angka 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah 

https://sumut.antaranews.com/berita/604342/pemkab-langkat-ubah-bumd-menjadi-perseroda
https://sumut.antaranews.com/berita/604342/pemkab-langkat-ubah-bumd-menjadi-perseroda
https://sumutsatu.id/news/pemkab-langkat-ubah-bumd-menjadi-perseroda
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Angka 79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Daerah. 

 

Pasal 31 ayat (3)  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

 

Pasal 78 

(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah 

bersangkutan. 

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan 

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 79 

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda 

tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi 

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai 

penyertaan modal bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi 

jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai 

penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai 

penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah. 

Pasal 1  

Angka 1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adatah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Daerah. 
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Angka 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal 

dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 

Angka 7. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan 

BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi 

internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai 

BUMD. 

Angka 8. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perserocrn Daerah dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar 

manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham 

oleh masyarakat. 

Angka 9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan 

kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan 

hubungan antar pemangku kepentingan. 

Angka 12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

Angka 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

Angka 15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 

organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi 

dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang 

yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

 

Pasal 4 

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD. 

(2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. 

(3) BUMD terdiri atas: 

a. perusahaan umum Daerah; dan 

b. pemsahaan perseroan Daerah. 

(4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat 

Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai 

berlaku. 

(5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 
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Pasal 5 

(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 

satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 

(2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan 

terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 

 

Pasal 14 

(1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang: 

a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan 

perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama 

perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain; 

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; 

c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan 

lembaga Pemerintah Daerah; 

d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang 

bersangkutan; 

e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan 

maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri; 

f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian hurrf yang 

membentuk kata; 

g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; 

h. tidak mengandung bahasa asing; atau 

i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perseroan terbatas. 

(2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara 

lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan 

nama perusahaan. 

(3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, 

kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. 


